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~/DUGAAN KORUPSI KPU SIGI

Sekretarls KPU Batal Dlperlksa

DONGGALA, MERCUSUAR - Pemeriksaan
terhadap Sekretaris KPU Sigi, Ilham Lahua dan
Bendahara Pembantu, Irwan MT, yang seharusnya
' dilakukan pada Selasa (14/2), batal dilaksanakan.
Dua pejabat tersebut akan diperiksa terkait kasus -
dugaan korupsi dana penyelenggaraan Pemilukada
Gubernur (Pilgub) Sulteng 2011.

dilakukan karena alasan teknis,

_Kepala Seksi Pidana Khusus
(Pidsus) Kejari Donggala, Dapot
Manurung mengatakan, seharusnya
Selasa (14/2) merupakan jadwal

pemeriksaan Sekretaris KPU Sigi,
[lham Lahua dan Rabu (15/2) jadwal

pemeriksaan terhadap Bendahara

Pembantu KPU Sigi, Irwan MT,
Pemeriksaan urung dilakukan,

ternyata dikarenakan surat pe-:
- manggilan oleh Kejari Donggala
tei‘hadap llham Lahua dan [rwan MT,
belum

sampai kepada yang
bersangkutan. Akibat Kesalahan
teknis itu, pemeriksaan keduanya
dijadwalkan kembali, dan akan

dilaksanakan Selasa (21/2) dan

Rabu (22/2) pekan depan.
"Setelah kita cek kembali, ternyata

})ang bersangkutan belum menerima
surat panggilan pemeriksaan darj
kami," kata Dapot Manurung di
Donggala, Selasa (14/2).

Walaupun pemeriksaan [lhantdan
Irwan tertunda, namun pemeriksaan
terhadap beberapa Ketua Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK),
dipastikan tetap terlaksana sesuai
jadwal, yakni pada Jumat (17/2).

Menurut Dapot Manurung, dari 15
PPK di Kabupaten Sigi, yang dipas-
tikan mendapat surat undangan
hadir di Kejari Donggala hanya

sembilan PPK. Yakni PPK Dolo

Selatan, Dolo Barat, Lindu, Kulawi,
Kulawi Selatan, Pipikoro, Nokilalaki,
Marawola Barat dan Kinovaro,
PPK di sembilan kecamatan itulah
yang hingga kini belum menerima
honor sebagai penyelenggara
adhock Pilgub Sulteng 2011 lalu,
"Kalau pemeriksaan terhadap ke-
tua dan anggota PPK hampir pasti
tidak akan ditunda, karena unda-
ngannya sudah terkirim sejak Jum'at
(10/2) lalu," kata Dapot Manurung,
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- KPU SIGI

Itham Lahua dan Irwan'MT, juga berdampak pada
jadwal dan proses penahanan para tersangka
dalam kasus dugaan korupsi ini. Karena pihak-
pihak yang diduga terlibat dan telah ditetapkan
sebagai tersangka dalam kasus ini, belum
menjalani pemeriksaan penyidik Kejari Donggala.

Demikian halnya rencana gelar (ekspose)
perkara juga harus ditunda. Sedianya geldr perkara
itu dilaksanakan sebelum penahanan terhadap
para tersangké. Tahapan ini akhirnya akan
dilaksanakan setelah pemeriksaan terhadap
Sekretaris KPU Sigi, llham Lahua.

» KISRUH KEUANGAN

Jauh sebefum proses hukum di Kejari:Donggala
berlangsung, kisruh pengelolaan keuangan dj
Sekretariat KPU Sigi sudah terkuak, dan menjadi
perhatian publik. Masalah ini bermula saat semua
tahapan pelaksanaan Pilgub Sulteng 2011 akan
berakhir, ratusan petugas PPS dan PPK selaku

penyelenggara adhock Pilgub, melakukan protes

karena honor mereka bulan April 2011 belum juga
dibayarkan.

Sejak itu, sejumlah masalah tentang bobroknya'

pengelolaan keuangan Pilgub di KPU Sigi muncul

di permukaan, dan menjadi pembicaraan. Total
dana honor yang jadi hak ratusan petugas PPS
dan PPK itu sebesar Rp300 juta lebih.

Beberapa waktu berselang, terkuak bahwa dana
ratusan juta itu dikelola layaknya dana koperasi
simpan pinjam. Bendahara di sekretariat KPU Sigi
meminjamkan dana itu kepada beberapa orang di
internal KPU Sigi. Bahkan bendahara sempat
mengakui bahwa ada juga komisioner KPU Sigi
yang ikut "menikmati" dana itu dalam bentuk
pinjaman sementara.

-Pengakuan bendahara saat dikonfirmasi itu,
kemudian memicu kisruh d| internal KPU Sigi kian
meruncing. .

Saat itu, belum tuntas kisruh dana honor, terkuak
lagi borok tentang pengelaolaan keuangan di KPU
Sigi yang baru.

Yakni dana pajak dari item kegiatan Pilgub
Sulteng sebesar Rp170 juta lebih, sudah terpakai
dan belum disetor ke kas daerah. Dana tersebut
diduga kuat telah digunakan tidak pada
peruntukkannya. Bahkan oleh Bendahara KPU
Sigi, dana tersebut dipinjamkan kepada orang-
orang. Selain itu, sempat jadi permasalahan soal
pertanggung jawaban dana Silpa penyelenggaraan
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Pilgub sebesar Rp76 juta.

Saat itu, informasi yang diperoleh dari sumber
diinternal KPU Sigi menyatakan, dana ratusan juta
di KPU Sigi, pengelolaannya sempat diserahkan
kepada salah satu staf honorer atau pegawai harian
lepas (PHL).

Tentu saja tindakan tersebut sangat
bertentangan dengan undang-undang maupun
peraturan tentang pengelolaan keuangan negara.

Kisruh yang terus berlanjut itu; akhirnya sempat

- membuat KPU Provinsi Sulteng kewalahan dalam

hal pertanggung jawaban penggunaan keuangan
Pilgub 2011. Para petinggi di jajaran Sekretariat
KPU Sulteng, sempat uring-uringan karena hingga
batas waktu yang ditentukan, KPU Sigi belum bisa
memasukkan laporan penggunaan dana Pilgub
Sulteng sebesar Rp5 miliar lebih.

Saatitu, KPU Sulteng bahkan mengancam akan
melaporkan jajaran KPU Sigi kepada pihak
penegak hukum (polisi dan kejaksaan). "Jika
diperlukan tindakan yang akan kami lakukan adalah
melaporkan masalah ini ke aparat hukum," kata
Sekretaris KPU. Sulteng, Mukmin, saat kisruh
tentang laporan tersebut memuncak di akhir Jula
2011 Jalu. Hioiotr











